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ABSTRAK 

 

Masyarakat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi masih memegang dan patuh akan 

adat yang berlaku, meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada 

yang tidak sesuai menurut syari‟at Islam. Namun yang menjadi 

persoalan adalah manakala ada aturan-aturan tertentu dalam hukum 

adat yang membatasi atau bertolak belakang dengan ketentuan 

hukum Islam. Persoalan demikianlah yang dihadapi oleh 

masyarakat Desa Pulau Jelmu, bahwasanya menurut hukum adat 

desa Pulau Jelmu suami istri tidak boleh melakukan hubungan 

suami istri sebelum dilakukan antar terimo, walaupun akad nikah 

telah dilaksanakan. Persoalan lainnya adalah mengenai tradisi pegi 

belarian, yaitu dengan cara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang saling menyukai pergi ke rumah pegawai syara‟ 

atau pejabat desa tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama 

orang tua perempuan. Apabila hal ini terjadi, maka setuju atau tidak 

setuju orang tua harus menikahkan mereka dan membayar denda 

adat. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian. 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. 

Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan normatif (Hukum Islam). 

Hasil penelitian ini adalah bahwa Bahwa adat larangan 

hubungan suami isteri sebelum antar terimo merupakan tradisi yang 

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam syari‟at khususnya 

tentang perkawinan Islam sehingga tidak bisa dijadikan sebagai 

adat yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Dalam tradisi adat 

pegi belarian terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari‟at 

Islam, seperti adanya unsur keterpaksaan bagi orang tua untuk 

menikahkan anaknya adalah hal yang menurut agama Islam 

bertentangan  dengan perintah untuk berbakti kepada orangtua, 

kemudian pernikahannya diawali dengan mengajak wanita yang 

bukan muhrimnya pergi, hal tersebut bertentangan syari'at Islam 
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yaitu adanya perintah agama bagi wanita untuk tidak keluar rumah 

tanpa disertai muhrimnya. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan perkawinan adat desa Pulau Jelmu termasuk pada 

‘urf fasid, yang mana tradisi ini dapat merusak dari tujuan-tujuan 

pernikahan sehingga tidak dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah 

‘urf yang dianggap sah dengan alasan yang paling mendasar.  

 

Kata Kunci : Perkawinan Adat, Hukum Islam, „urf 
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MOTTO 

جد و جد من  

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh 

akan sukses” 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الر حمن الر حيم
 نن ررور انفسناونن يياا  امهالنا ان الحهد لله نحهده ونستعينو ونستغفره ونعوذبالله

الله فلا نضل لو ونن يضل لو فلا ىادي لو. ارهد ان لا الو الاالله وحده  هنن يهد
لارريك لو  وارهد ان محهدا مبده وريولو , اللهم صل ملى ييدنا محهد وملى الو 

 وصحبو وبا رك ويلم أجمعين.)انا بعد(.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal 

kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat 

serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW 

yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang 

modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan 

syafa‟atnya di hari kiamat. 

Penyusunan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perkawinan Adat di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” merupakan salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun 

akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari 

kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya 

dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan 

banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga 

Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah) 

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan 

dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk 

menunjang kehidupan di masa yang akan datang. 

6. Teruntuk Ayahnda Tarmizi dan Ibunda Khuzaipah (Almh), Adik-

adik saya Raudhatul Jannah dan Robbiatul Amalia  yang senantiasa 

memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih 

atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada saya, 

semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu 

dalam lindungan Allah SWT. Amin Ya Rabbal „alamin. 

7. Teruntuk Kurnia Sapta Rena yang selalu menjadi teman diskusi dan 

memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun 

semangat dalam menjalani proses pembuatan skripsi ini. 

8. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam 

berdialektika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama. 
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pada diri masing- masing.  

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun 

mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal 

yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata 
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sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan 

dari rekan- rekan semuanya.  

       

 Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1441 H 

                        

4 Januari 2020 M 

 

   

            Amalan Choiri           
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 â‟    a  dengan titik di  ح

bawah)  

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 âd   es (dengan titik di  ؾ

bawah) 

 âd   de (dengan titik di  ض

bawah) 

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di ط

bawah) 

 â‟   zet (dengan titik  ظ

dibawah) 
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 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنشّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

C. Ta’ Marbûṭah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis  ikmah حكمة

 Ditulis „illah علة



 
 

xiv 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya 

kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisahh maka ditulis dengan h. 

ءياكسامةالأول  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri شكاةالفطس

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ
 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

 ـِ
 ركس

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ
 يرهب

ḍammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

E. Vokal Panjang 

1 
Fat ah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fat ah + ya‟ mati 

 تنظى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafṣîl 

4  ammah + wawu mati Ditulis Û 
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 ditulis  ṣ l أصول

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fat ah +  ya‟ mati 

 الصهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis  ‟iddat أعدت

نؽكستملئ  Ditulis La‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القسأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياط

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ العماء

 Ditulis Asy-Syams الؼمػ
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żaw  al-fur ḍ رويالفسوض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالعنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian tercantum 

pada bab 1 pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 (setelah 

diamandemen). Jika dikaitkan dengan pasal 29 (1) UUD 1945 yang 

berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”, 

maka negara hukum yang dimaksud di sini bukanlah seperti konsep 

negara hukum di Barat yang mengasingkan agama dari “wilayah 

hukum” (sekuler). Oleh karena itu persoalan hukum bukanlah 

persoalan manusia semata, melainkan juga urusan Allah Tuhan 

Yang Maha Esa, maka konsep negara hukum yang dimaksud oleh 

UUD 1945 adalah negara yang tidak terpisah dari agama.
1
 

Hukum yang berlaku di Indonesia ada hukum tertulis dan 

hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum sebagai 

produk lembaga kenegaraan yang telah dundangkan dan 

dikodifikasi serta berlaku secara seragam bagi seluruh warga 

Negara Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum 

perpajakan, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang 

tidak diundangkan dan tidak dikodifikasikan oleh lembaga 

pemerintahan dan berlaku secara tidak seragam bagi warga Negara 

Indonesia, seperti hukum adat yang berasal dari tradisi atau 

                                                 
1
 Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam 

dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7. 
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kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Adat atau 

kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat.
2
 

Salah satu adat istiadat yang dimiliki masyarakat adalah tata 

cara perkawinan, mulai dari proses peminangan hingga proses 

perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan salah satu perintah 

agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. 

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan untuk melakukan 

hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan 

untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah 

dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan juga merupakan 

sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, 

baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.
3
 

Jika merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
4
. Oleh karena itu, 

perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak agar 

mencapai tujuan perkawinan tersebut.  

Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai 

ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan 

                                                 

2
 Ibid, hlm. 8. 

3
 Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Cet-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), hlm. 6.  

4
 Bab 1 Pasal 1. 
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bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan 

ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
5
 

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu 

pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-

agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau 

adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan 

mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat. 

Keberagaman lingkungan dan kebudayaan yang terjadi di 

masyarakat Indonesia mewujudkan aturan-aturan yang berbeda-

beda, tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi antara 

aturan adat dan aturan agama. Perbedaan yang sering dijumpai 

dalam masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Walaupun agama 

Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang 

perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang 

ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang 

berbeda dikalangan umat Islam. Perbedaan pemahaman tersebut 

didasari karena pemahaman terhadap agama yang berbeda dan adat 

istiadat di setiap daerah.  

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam 

bahasa Belanda “adatrecht”.
6
 Kata “adat” ini sebenarnya berasal 

                                                 

5
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), hlm. 7. 

6
 Muhammad Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Cet-9, 

(Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 1.  
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dari bahasa arab, yang bererti “kebiasaan”.
7
 Dalam kamus istilah 

fiqih adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, 

tidak termasuk hukum syara‟ (agama). Kaidah tersebut ditaati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan nenek 

moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber 

dari Tuhan.
8
 

Setelah diketahui istilah tentang hukum adat, maka perlu 

kiranya sebagai langkah pertama untuk mengetahui defenisi hukum 

adat. Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam 

pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya 

keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan 

mengikat sama sekali.
9
 

Kepulauan Sumatera khususnya Provinsi Jambi masih 

memegang dan patuh akan adat yang berlaku di masyarakat. 

Masyarakat Provinsi Jambi selalu mengikuti aturan dan adat yang 

berlaku meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak 

sesuai menurut syari‟at Islam. Interaksi antara hukum Islam dan 

hukum adat merupakan suatu keniscayaan. Namun yang menjadi 

persoalan adalah manakala ada aturan-aturan tertentu dalam hukum 

adat yang membatasi atau bertolak belakang dengan ketentuan 

hukum Islam. 

                                                 

7
 Ibid., hlm. 3 

8
 M. Abdul Mujieb Syafi‟ah dan Mabruri Tholhah, Kamus Istilah Fiqih, Cet-

3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 3. 

9
 Muhammad Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, hlm. 8. 
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Persoalan demikianlah yang antara lain dihadapi oleh 

masyarakat Desa Pulau Jelmu, bahwasanya menurut hukum adat 

desa Pulau Jelmu suami istri tidak boleh melakukan hubungan 

suami istri sebelum dilakukan antar terimo
10

, walaupun akad nikah 

telah dilaksanakan.
11

 Apabila dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam, tidak ada larangan untuk melakukan hubungan suami istri 

apabila akad dalam pernikahan sudah dilakukan dan itu sah 

menurut syari‟at Islam. Dalam hukum Islam bahwasanya 

pernikahan itu adalah akad yang ditetapkan syara‟ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-

laki.
12

 

Persoalan lainnya adalah mengenai tradisi pegi belarian,
13

 

yaitu dengan cara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

saling menyukai pergi ke rumah pegawai syara‟ atau pejabat desa 

tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama orang tua 

perempuan. Apabila hal ini terjadi, maka setuju atau tidak setuju 

orang tua harus menikahkan mereka dan membayar denda adat. 

Tradisi pegi belarian di Desa Pulau Jelmu dilakukan muda-

mudi setempat membuat orang tua mereka terkejut apabila 

                                                 

10
 Upacara melepas mempelai laki-laki yang diantar oleh nenek mamak 

pihak laki-laki kepada pihak perempuan. 

11
 Observasi Perkawinan Adat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, 9 Mei 2019. 

12
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 8. 

13
 Observasi Perkawinan Adat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, 12 Juni 2019. 
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mendengar anaknya pegi belarian. Karena biasanya pasangan yang 

pegi belarian terkadang tidak disetejui oleh orang tuanya, penyebab 

lain pegi belarian yaitu karena terbukti melakukan perbuatan 

asusila. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai hal tersebut?. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun 

merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai 

”Perkawinan Adat di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Analisis Hukum Islam)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, untuk 

memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok masalah : 

1. Bagaimana praktik perkawinan adat di Desa Pulau Jelmu 

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat di 

Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo 

Provinsi Jambi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka dapat 

diambil beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan. 

1. Tujuan  

a. Untuk menjelaskan praktik perkawinan adat di Desa Pulau 

Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi 

Jambi. 



7 

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap 

perkawinan adat di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 

2. Kegunaan  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah intelektual hukum adat dan hukum Islam, 

terutama dalam memahami pelaksanaan perkawinan adat di 

Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo 

Provinsi Jambi 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

budaya lokal Provinsi Jambi khususnya, hasilnya juga dapat 

dimanfaatkan Masyarakat setempat untuk memperkenalkan 

salah satu tradisi perkawinan yang masih dipertahankan 

hingga saat ini. 

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai “ Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat di Desa Pulau Jelmu 

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” bukan 

merupakan hal yang baru untuk diteliti. Banyak literature yang 

berkaitan dengan perkawinan adat berupa karya ilmiah baik berupa 

junal maupun skripsi. Namun skripsi tersebut memiliki focus 

penelitian yang berbeda-beda. Adapun beberapa karya ilmiah yang 

berkaitan dengan perkawinan adat dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Pertama, skripsi Siti Mukaromah yang berjudul: 

“Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam” menurut 

Ulama ushul fiqh bahwa adat atau „urf yang merupakan suatu 

kebiasaan yang hidup dimasyarakat hukumnya boleh selama tidak 

ada nash yang melarangnnya. Jadi perkawinanan adat Desa 

Ngrombo yang terdiri dari Langkahan atau Ngelangkahi, Dodol 

Dawet, Nebus Kembar Mayang, Midodareni,Nyantri Ngerik, 

Ngrias,Akad Nikah, Panggih Temanten, Adang-adangan, Sindhur 

Binayang, Kacar-kucur, Dahar Kembul, Bupak Kawah, 

Sungkeman, Resepsi, Hiburan Temanten, Pengajian Temanten 

hukumnya mubah. Tetapi apabila melaksanakan perkawinan adat 

dengan niat untuk meminta sesuatu kepada selain Allah itu yang 

dilarang dalam syari‟at dan hukum Islam, seperti pemberian sesaji 

yang ditujukan kepada roh dan setan penunggu desa. Kemudian 

untuk hiburan temanten seperti yang ada di Desa Ngrombo 

merupakan acara musik yang dilarang dalam syari‟at Islam karena 

mengumbar aurat dan nafsu.
14

  

Kedua, skripsi Muhammad Subhan yang berjudul “Tradisi 

Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam 

(Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)” adat 

yang diteliti adalah Petungan/petung bulan untuk mantu yaitu 

pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentuk untuk 

melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 

bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan 

                                                 
14

 Siti Mukaromah, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran hukum Islam 

(Studi Kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen” Skripsi 

Sarjana Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016). 
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tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses 

yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan 

akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara-bahaya, 

juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena 

sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan 

kebaikan, maka yang didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang 

disandarkan
 pada “petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan 

Syari‟at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur‟an dan 

Hadis.
15

  

Ketiga, skripsi Abiyati Atnan Nitiono yang berjudul 

“Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum 

Islam” prosesi perkawinan yang dianjurkan bukan hanya terjadi 

dalam Islam, melainkan ini berlaku juga pada masyarakat suku adat 

Atoni. Namun prosesi perkawinan yang terjadi di suku adat Atoni 

sangat bertentangan dengan ajaran syari‟at Islam, karena dalam 

melakukan perkawinan masyarakat suku adat Atoni cenderung 

menggunakan tua, none (minuman arak yang memabukkan) 

sebagai cara atau syarat pengabsahan jalannya perkawinan. Dalam 

masyarakat Atoni, setelah peminangan maka menurut para orangtua 

pihak perempuan membolehkan si calon suami untuk tinggal 

serumah meskipun belum dinikahkan, factor penyebabnya karena 

                                                 

15
 Muhammad Subhan, “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat 

Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban)” 

Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah UIN Malang (2004). 
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sering adanya kawi lari oleh laki-laki lain terhadap perempuan 

tersebut.
16

 

Keempat, karya ilmiah Ahmad Pattiroy dan Idrussalam yang 

berjudul “Tradisi Doi‟ Menre‟ dalam Pernikahan Adat Bugis di 

Jambi” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Doi‟ Menre‟ 

termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut 

(ade‟,assiamaturaseng) yang telah mengakarjauh sebelum Islam 

datang, doi‟ menre‟ adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. 

Selanjutnya melihat defenisi doi‟ menre‟ dalam pernikahan adat 

bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak 

mengikat, persoalan doi‟ menre‟ dalam Islam masuk dalam hal 

yang tahsiniyyah walaupun menurut adat doi‟ menre‟ masuk dalam 

kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi, adat dalam hal ini 

berada di bawah hukum syar‟I dan sebuah syarat yang bisa 

membatalkan yang halal dalam syar‟I tidak diterima. Kemudian 

kalua dilihat dari hukum doi‟ menre‟ menurut hukum Islam adalah 

mubah. Karena kedudukannya sebagai hibah. Pemberian doi‟ 

menre‟ dalam pernikahan adat bugis merupakan persyaratan 

(kewajiban) adat bukan berdasarkan syar‟i. jadi menurut hukum 

Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan doi‟ 

menre‟.
17

  

Kelima, skripsi Choirunisa yang berjudul “Pelaksanaan 

Pernikahan Adat Rambang Perspektif Hukum Islam (Adat 

                                                 
16

 Abiyati Atnan Nitiono “Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam 

Perspektif Hukum Islam” Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta(2014). 

17
 Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi Doi‟ Menre‟ dalam Pernikahan 

Adat Bugis di Jambi” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1: 1 (2008), hlm. 112. 
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Rambang pada Desa Jamenang Kecamatan Dangku Kabupaten 

Muara Enim Sumatera Selatan)” dalam pelaksanaan pernikahan 

adat Rambang dilaksanakan dengan berbagai tahapan-tahapan yang 

cukup panjang, pelaksanan pernikahan adat Rambang sudah 

mengalami islamisasi yang sudah kuat atau adat yang sudah 

terislamkan. Adanya persembahan pada acara balek belanjun tidak 

dapat dikatakan sebagai persembahan karena melihat bacaan yang 

dibaca pun tidak menyalahi syari‟at Islam dan dalam doa-doapun 

dipanjatkan kepada Allah SWT. Pada umumnya yang dinamakan 

persembahan adalah sesuatu yang dipersembahkan dengan cara 

dibuang kelaut atau dipersembahkan kepada sebuah pohon tetapi 

dibiarkan hingga persembahan itu hilang dimakan binatang atau 

makhluk lainnya (tidak dimakan oleh orang yang memberi 

persembahan) akan tetapi di dalam persembahan pada acara balek 

belanjun makanan yang dipersembahkan itu dimakan kembali oleh 

orang yang mempersembahkan bahkan dimakan bersama-sama 

dengan seluruh orang yang hadir di acara tersebut.
18

 

Keenam, karya ilmiah Muhammad Sibawaihi & 

Mokhammad Baharun yang berjudul “Adat Pernikahan Melayu 

Jambi Perspektif „Urf dalam Ilmu Ushul Fiqh” hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa Adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan 

Muara Tembesi Jambi dalam analisis `Urf merupakan adat yang 

shohih, karena tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau 

Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau 

                                                 
18

 Choirunisa “Pelaksanaan Pernikahan Adat Rambang Perspektif Hukum 

Islam (Adat Rambang Pada Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten 

Muara Enim Sumatera Selatan)” Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta (2009). 
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mengharamkan yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi di 

Kecamatan Muara Tembesi Jambi juga sesuai dengan Islam. 

Prosesnya adalah dengan cara ta`arruf, pertunangan dan ijab 

qobul.
19

 

Berdasarkan penelusuran di atas dapat diketahui bahwa 

penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perkawinan Adat di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo 

Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi belum dilakukan, sehingga 

penulis tertarik untuk membahasnya. 

E. Kerangka Teoritik 

Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang merupakan 

terjemahan dari al-Fiqh al-Islâmy atau dalam konteks tertentu dari 

asy-Syarî‟ah al-Islâmiyyah dan kemudian menjadi istilah khas di 

Indonesia. Adapun dalam wacana ahli hukum barat, istilah yang 

digunakan adalah Islamic Law. Dalam Al-Qur‟an dan hadis sendiri 

istilah yang digunakan adalah kata syari‟at Islam yang dalam 

penjabaran selanjutnya disebut istilah fikih.
20

 Hukum yang ada 

dalam Islam bersumber dari dalil-dalil syara‟ yang telah disepakati 

oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur‟an, hadis, ijma‟ dan qiyas, hal 

ini berdasarkan
21

:  

                                                 

19
 Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Baharun, “Adat Pernikahan 

Melayu Jambi Perspektif „Urf dalam Ilmu Ushul Fiqh” Jurnal Istidlal Vol. 1: 2 

(2017), hlm. 173-174. 
20

 Tihami dan Sohari , Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 

Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 5. 

21
 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh 

Islami, cet. Ke-3 (Bandung: Al-Ma‟arif, 1993), hlm. 28. 
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الرسول وأولي الأمر منكم فإن  عواييعوا الله وأطأط يأيها الذين أمنوا
 رسول إن كنتم تؤمنون بالله واليومم شيء فردوه إلى الله والعتاز تن

 22 الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Walaupun mayoritas ulama telah sepakat dengan sumber 

tersebut di atas, namun apabila timbul suatu kebiasaan baru yang 

tidak ada peraturan yang mengatur dalam sumber-sumber tersebut 

maka hukum Islam dituntut untuk terus berkembang agar dapat 

mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan baru yang harus 

ditemukan jawabannya. Dengan demikian perlu adanya proses 

pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum yang kemudian 

dikenal dengan istilah ijtihad.
23

 Metode-metode penarikan hukum 

untuk berijtihad bisa menggunakan metode qiyas, istihsān, 

maslahah, istishāb, syar‟u man qoblanā, qaul as-sahāby, „amalu 

ahli al-madinah, saddu az-zarā‟i‟ dan „urf.
24

 

Dalam pembahasan ini peneliti menggunkan kerangka 

berfikir „urf. „Urf merupakan teori hukum Islam yang kaidahnya 

berbunyi العادة محكمه (adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum). 

Hakikat adat dan „urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal 

                                                 

22
 An-Nisâ‟ (4): 59. 

23
 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, cet. Ke-2 (Bandung: 

Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 103. 

24
 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmi, cet. Ke-1, 

(Jakarta: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 38.  
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oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga 

diterima keberadaannya di tengah umat.
25

 

1. Pengertian ‘Urf 

„Urf secara bahasa artinya kebiasaan baik, sedang 

menurut istilah adalah: 

العرف ىو ما تعارفو الناس وسارواعليو من فعل اوفعل اوترك 
26ويسمى العادة

 

Dengan adanya defenisi tersebut, dapat diambil 

pengertian bahwa „urf dan „adah adalah dua perkara yang 

memiliki arti sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya, 

oleh sebab itu, hukum „adah ialah keseluruhan aturan tingkah 

laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah 

ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak 

dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai „adah). Hal ini sesuai 

dengan kaidah „adah berikut: 

ا تعبّم العادة اذا طردت فاِن اطربت فلا 27انّم
 

  

                                                 
25

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), hlm. 71. 

26
 M.Ma‟shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2016), hlm. 176 

27
 Dahlan Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah), 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 207. 
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2. Macam-macam ‘Urf 

Dari segi objeknya, „urf itu terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Al-„Urf al-lafẓi yaitu adat atau kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan 

sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami 

dan terlintas dalam pikiran masyarakat. 

b. Al-„Urf al-„amalî yaitu kebiasaan masyarakat yang 

berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah 

keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” 

adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan 

mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
28

 

Dari segi cakupannya, „urf itu terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Al-„urf al-„âm yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara 

luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan diseluruh 

daerah. 

b. Al-„urf al-khâs yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan 

masyarakat tertentu.
29

 

Dari segi penilaian baik dan buruk, „urf itu terbagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Al-„urf aṣ-ṣahîh yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-

Qur‟an atau hadis. Selain itu juga tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan 

                                                 
28

 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 134. 

29
 Ibid, hlm. 134. 



16 

kepada mereka. Al-„urf al-shahih tidak menghalalkan yang 

haram atau bahkan membatalkan yang wajib. 

b. Al-„urf al-fâsid yang diartikan sebagai kebiasaan yang 

bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara‟.
30

 

Hukum „urf yang shahih harus dipelihara dan 

dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan „urf 

fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan 

semangat hukum Islam dalam membina masyarakat. 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

Adapun syarat-syarat „urf dapat diterima sebagai 

patokan hukum adalah dengan: 

a. Tidak bertentangan dengan syara‟ 

b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan 

kemaslahatan 

c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim 

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah 

e. „Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan 

sebagai salah satu patokan hukum 

f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah 

diungkapkan dengan jelas, sebab dalam teori lain 

dinyatakan bahwa: 

31الشارع لو اِعتبار العرف شريعة محكمةالعرف فى 
 

                                                 
30

 Rahmat Syafi‟I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm 

128. 
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„Urf sebagai landasan penetapan hukum atau „urf sendiri 

yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. 

Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia 

menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka 

kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam 

masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan 

berbagai kepentingan hidup mereka.
32

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan 

menggunakan teori„urf sebagai kerangka teori dalam penelitian 

ini agar lebih memudahkan penulis dalam menganalisis data 

yang ada.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan cara utama yang 

digunakan sesorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara 

tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya 

ditinjau dari tujuan situasi peneliti.
33

 Dalam setiap penelitian 

ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode 

yang sesuai dengan objek penelitian, yang mana metode ini 

berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya 

                                                                                                                     

31
 M.Ma‟shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 178 

32
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum 

Islam Secara komprenhensif, (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004), hlm. 96. 

33
 Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, (Bandung: 

Tarsito. 1990), hlm. 191. 
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mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang 

optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu datanya 

diambil langsung dari lokasi penelitian.
34

 Data tersebut didapat 

dari informasi-informasi yang dilakukan dalam wawancara 

mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah responden 

dari beberapa tokoh masyarakat Desa Pulau Jelmu Kecamatan 

Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan 

masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.
35

 

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
36

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif,
37

 yaitu meniliti dari aturan-aturan hukum 

                                                 
34

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 

35
 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada 

Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9. 

36
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 22 

37
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43 
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Islam yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk 

menganalisis perkawinan adat di desa Pulau Jelmu. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan adalah Desa Pulau Jelmu 

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian.
38

 Adapun metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena 

tersebut. Observasi berarti pengamatan bertujuan untuk 

mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh 

pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya.
39

 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan 

data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara 

                                                 
38

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya 

Ilmiah, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138. 

39
 Rahayu dkk, Observasi dan Wawancara, Ed-1, Cet-1, (Malang: Bayu 

Media Publishing, 2004), hlm. 1.  
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orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang 

yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.
40

  

Adapun para pihak yang diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah Tokoh Adat di Desa Pulau Jelmu 

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. 

Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai tiga 

tokoh saja dan memfokuskan pada tokoh adat sesuai dengan 

judul proposal skripsi yang penulis teliti. Adapun pelaku 

perkawinan adat merupakan saudari dari penyusun sendiri. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya.
41

 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data yang berhubungan dengan perkawinan adat. 

6. Analisis Data 

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
42

 

Dalam hal ini penyusun menganalisa data yang telah 

terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari 

                                                 

40
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras 

Komplek POLRI Gowok, 2009), hlm. 62-63.  

41
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, edisi ke-1, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78. 

42
 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), Metode Penelitian Survai, 

(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.  
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factor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
43

 Deduktif, yaitu metode analisa data 

yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma 

tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data 

empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan,
44

 

kemudian penyusun menggabungkan kedua metode tersebut 

untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus, dalam 

hal ini adalah tokoh adat Desa Pulau Jelmu kepada 

kesimpulan yang bersifat umum yaitu tentang perkawinan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan 

baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang 

masalah yang memuat ide awal dari penelitian ini, kemudian pokok 

masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang 

dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan 

dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu 

dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini. 

Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur 

dalam penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan 

persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan 

                                                 

43
 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 

66. 

44
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan 

Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian), Cet. Ke-2, (Malang: UIN 

Maliki, 2010), hlm. 130. 
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kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah 

penyusun dalam pembahasan. Bab ini di akhiri dengan sistematika 

pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah 

dipahami. 

Bab kedua, menjelaskan tentang perkawinan menurut 

hukum Islam agar pembaca dapat memahami konsep sebuah 

pernikahan secara benar, dimana mencakup ruang lingkup 

perkawinan serta bagaimana tujuan dan asas perkawinan. 

Bab ketiga, memuat penyajian data berupa profil wilayah 

dan profil masyarakat desa Pulau Jelmu , lalu dilanjutkan dengan 

menguraikan praktik perkawinan adat desa Pulau Jelmu serta 

pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan adat. 

Bab keempat, memuat hasil penelitian yang dianalisis serta 

mengkaitkan dengan teori yang ada guna menyelaraskan hasil 

penelitian dengan teori. 

Bab kelima atau bab terakhir sebagai penutup, yang berisi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, serta saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat luas pada 

umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan pembahasan terhadap 

perkawinan adat di Desa Pulau Jelmu, maka penyusun dapat 

mengambil kesimpulan terkait pokok permasalahan yang ada 

sebagai berikut: 

1. Dalam praktik perkawinan adat di Desa Pulau Jelmu terdapat 

dua permasalahan, yaitu 

a. Bahwa adat larangan hubungan suami isteri sebelum antar 

terimo merupakan tradisi yang bertentangan dengan 

ketentuan yang ada dalam syari’at khususnya tentang 

perkawinan Islam sehingga tidak bisa dijadikan sebagai adat 

yang harus dilestarikan oleh masyarakat. 

b. Dalam tradisi adat pegi belarian terdapat hal-hal yang 

bertentangan dengan syari’at Islam, seperti adanya unsur 

keterpaksaan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya 

adalah halyang menurut agama islam bertentangan  dengan 

perintah untuk berbakti kepada orangtua, kemudian 

pernikahannya diawali dengan mengajak wanita yang bukan 

muhrimnya pergi, hal tersebut bertentangan syari'at Islam 

yaitu adanya perintah agama bagi wanita untuk tidak keluar 

rumah tanpa disertai muhrimnya. Sehingga jenis perkawinan 

seperti ini tidak baik untuk diterapkan menurut syari’at 
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Islam dan aturan adat itu sendiri meskipun syarat dan rukun 

dalam pernikahan masih terpenuhi secara keseluruhan. 

2. Perkawinan adat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ini merupakan adat kebiasaan 

yang berlaku sudah sejak lama di masyarakat, adat yang dapat 

dipertahankan sebagai suatu bagian dari produk hukum adalah 

yang tidak bertentangan dengan syari’at dan prinsip-prinsip 

hukum Islam serta dapat mendatangkan kemaslahatan. Jika 

dikaji dan dianaliasis melalui „urf, maka penyusun 

mengkategorikan perkawinan adat desa Pulau Jelmu termasuk 

pada „urf fasid, yang mana tradisi ini dapat merusak dari tujuan-

tujuan pernikahan sehingga tidak dapat memenuhi kriteria 

menjadi sebuah „urf yang dianggap sah dengan alasan yang 

paling mendasar.  

B. Saran-saran 

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian ini, perlu kiranya 

penyusun memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi 

semuanya. Saran-saran penyusun tersebut antara lain: 

1. Untuk masyarakat terutama orangtua, hendaknya menanamkan 

kepada anak- anak mereka sebagai generasi selanjutnya untuk 

meningkatkan pendidikan, terutama ilmu agama. Peran pemuda 

dalam masyarakat itu sangatlah penting dalam pendidikan dan 

pergaulan di masyarakat sehingga lebih mempunyai 

pengetahuan yang luas. 

2. Untuk Pemangku Adat, hendaknya tidak hanya mendalami ilmu 

adat, ilmu agama juga hendaknya dipahami lebih mendalam 
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sehingga adat dan syari’at bisa berjalan bersama dan tidak 

terjaditumpang tindih hukum. 

3. Untuk Pegawai Syara’ tetap kumandangkan dakwah Islam 

kepada masyarakat serta mengajak masyarakat, Pemangku Adat 

dan Pejabat Desa untuk duduk bersama atau bermusyawarah 

dan mengkaji bersama lagi hukum adat dalam perkawinan 

sehingga falsafah “adat bersendi syara‟, syara‟ bersendi 

kitabullah” benar-benar terimplikasikan pada masyarakat. 

4. Untuk Pemerintah Desa Khususnya Kepala Desa Pulau Jelmu 

membuat program adanya penyuluhan tentang perkawinan baik 

dalam hukum Islam maupun hukum Adat. 

5. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu 

diharapkan dimasa mendatang ada penelitian yang berusaha 

menggali makna-makna yang belum terungkap serta lebih 

menyempurnakan penelitian tersebut.  
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